Kabupaten Demak dirasa perlu memberikan pemahaman pada kelompok
nelayan untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah, serta
memberikan pemahaman akan pentingnya memahami regulasi yang ada
agar pemberdayaan nelayan dapat berjalan maksimal dengan
meminimalisir faktor penghambat, dan meningkatkan faktor pendukung

dalam pemberdayaan nelayan.
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